Roadmap Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Agama Padang

1. Roadmap untuk menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.
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2015\

Tersusunnya
penguatan
kebijakan
penerapan sistim
nilai dan integritas
birokrasi.
Tersusunnya
penguatan
kebijakan
pengawasan.
Tersusunnya
kebijakan
penguatan sistim
akuntabilitas.

K

2016 N

Meningkatnya
internalisasi sistim
dan integrasi
birokrasi
Meningkatnya
sinergitas sistim
pengawasan
Meningkatnya
sinergitas sistim
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan kinerja
Meningktanya
keterbukaan sistim
pelaporan
Meningkatnya
penerapan sistim
reward dan
punishment dalam

manajemen kinerja.

2017\

Meningkatnya
integritas birokrasi
Meningkatnya
sinergitas sistim
pengawasan
Meningkatnya
sinergitas sistim
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan kinerja.
Meningkatnya
keterbukaan sistim
pelaporan.
Meningkatnya
penerapan sistim
reward dan
punishment
Meningkatnya
keselarasan antara
kinerja individu
dengan kinerja
organisasi.
Meningkatnya
pengendalian
internal di
lingkungan PTA.
Padang

2018

Meningkatnya
integritas birokrasi
Meningkatnya
sinergitas sistim
pengawasan
Meningkatnya
sinergitas sistim
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan kinerja.
Meningkatnya
keterbukaan sistim
pelaporan.
Meningkatnya
penerapan sistim
reward dan
punishment
Meningkatnya
keselarasan antara
kinerja individu
dengan kinerja
organisasi.
Meningkatnya
pengendalian
internal di
lingkungan PTA.
Padang
Meningkatnya
efektivitas dan
efesiensi pelaporan
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2019\

Meningkatnya
integritas birokrasi
Meningkatnya
sinergitas sistim
pengawasan
Meningkainya
sinergitas sistim
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan kinerja.
Meningkatnya
keterbukaan sistim
pelaporan.
Meningkatnya
penerapan sistim
reward dan
punishment
Meningkatnya
keselarasan antara
kinerja individu
dengan kinerja
organisasi.
Meningkatnya
pengendalian
internal di
lingkungan PTA.
Padang
Meningkatnya
efektivitas dan
efesiensi pelaporan
Meningkatnya
akuntabilitas
publik
Terinternalisasinya
nilai dasar, kode
etik, dan integritas.
Terwujudnya
birokrasi yang
bersih dan bebas
dari praktek KKN.
Meningkatnya
kontribusi setiap
instansi pemerintah
dalam pelaksanaan
pembangunan

Y,




2. Roadmap untuk menuju birokrasi yang efektif dan efesien.

-

2015

» Tersusunnya
kebijakan
penguatan
reformast birokrasi

» Tersusunnya
kebijakan
penyederhanaan
proses bisnis

» Tersusunnya
penguatan
kebijakan untuk
meningkatkan
kualitas kebijakan

\

2016

» Meningkatkan
kualitas dan
intensitas
pelaksanaan
reformasi birokrasi.

» Meningkatnya
kecepatan proses
berperkara.

» Meningkatkan
penggunaan T1

» Meningkatkan
keterbukaan
informasi publik.

» Meningkatkan
kemampuan
pengelolaan SDM.

» Meningkatkan
sinergi dengan
instansi lain dalam
harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan.

/

201i\\

Meningkatkan
kualitas dan
intensitas
pelaksanaan
reformasi birokrasi.
Meningkatnya
kecepatan proses

Meningkatkan
penggunaan TI
Meningkatkan
keterbukaan
informasi publik.
Meningkatkan
kemampuan
pengelolaan SDM.
Meningkatkan
sinergi dengan
instansi lain dalam
harmonisasi
peraturan
perundang-
undangan.

o
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2018

Meningkatkan
kualitas dan
intensitas >
pelaksanaan
reformasi birokrasi.
Meningkatnya >
kecepatan proses
berperkara. >
Meningkatkan
penggunaan TI
Meningkatkan >
keterbukaan
informasi publik.
Meningkatkan >
kemampuan
pengelolaan SDM.
Meningkatkan
sinergi dengan
instanst lain dalam
harmonisasi
peraturan >
perundang-
undangan.
Meningkatkan >
efektivitas dan
efesiensi.

2015\\

Meningkatkan
kualitas dan
intensitas
pelaksanaan
reformasi birokrasi.
Meningkatnya
kecepatan proses
berperkara.
Meningkatkan
penggunaan TI
Meningkatkan
keterbukaan
informasi publik.
Meningkatkan
kemampuan
pengelolaan SDM.
Meningkatkan
sinergi dengan
instansi lain dalam
harmonisasi

efektivitas dan
efesiensi.
Meningkatnya
integritas aparatur

J




3. Roadmap untuk menuju birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
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q 2017\
/ iy, § > Meningkatnya
2016 kemudahan,
kepastian dan
\ » Meningkatnya kecepatan proses
2015 kemudahan, pelayanan.
kepastian dan » Meningkatnya
kecepatan proses aksesbilitas
» Meningkainya pelayanan. pelayanan.
kualitas pelayanan » Meningkatnya » Meningkatnya
publik. aksesbilitas penggunaan TI
> Meningkatnya pelayanan. dalam pemberian
modernisasi sistim » Meningkatnya pelayanan.
dan pelayanan penggunaan TI » Meningkatnya
publik. dalam pemberian kompetensi SDM
pelayanan. pelayanan.

» Meningkatnya » Meningktanya
kompetensi SDM partisipasi publik
pelayanan. dalam mendorong

> Meningktanya peningkatan
partisipasi publik kualitas pelayanan.
dalam mendorong » Meningkatnya
peningkatan kepuasan
kualitas pelayanan. stakeholder

» Meningkatnya terhadap pelayanan
kepuasan publik PTA.
stakeholder Padang.
terhadap pelayanan » Meningkatnya
publik PTA. inovasi pelayanan
Padang. publik.

Mengetahui
Pengarah Tim RB Ketua Tim RB
PTA. Padang PTA. Padang

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH, MH
NIP. 19521015 198511 1 001
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2018\( 8

Meningkatnya
kemudahan,
kepastian dan
kecepatan proses
pelayanan.
Meningkatnya
aksesbilitas
pelayanan.
Meningkatnya
penggunaan TT
dalam pemberian
pelayanan.
Meningkatnya
kompetensi SDM
pelayanan.
Meningktanya
partisipasi publik
dalam mendorong
peningkatan
kualitas pelayanan.
Meningkatnya
kepuasan
stakeholder
terhadap pelayanan
publik PTA.
Padang.
Meningkatnya
intensitas inovasi
pelayanan publik.

P

J

Padang,

N

2019\

Meningkatnya
kemudahan,
kepastian dan
kecepatan proses
pelayanan.
Meningkatnya
aksesbilitas
pelayanan.
Meningkatnya
penggunaan TI
dalam pemberian
pelayanan.
Meningkatnya
kompetensi SDM
pelayanan.
Meningktanya
partisipasi publik
dalam mendorong
peningkatan
kualitas pelayanan.
Meningkatnya
kepuasan
stakeholder
terhadap pelayanan
publik PTA.
Padang.
Meningkatnya
intensitas inovasi
pelayanan publik.
Terwujudnya
budaya pelayanan
prima.

Februari 2017

Ketua Tim Sekretariat RB

PTA Padang

< Syaiful Anwar, MH
719560828 198703 1 ()0;




Laporan Tentang Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja) di Pengadilan

Tinggi Agama Padang

Dasar Hukum:

1.

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008
tentang Pedoman Umum Reformasi;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11
tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 033/KMA/SK/III/2011 tentang
Pembentukan Tim Pembaharuan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukkan
Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI No.
05/BP/SK/I1/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi;

7. Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang No. W3-
A/151/0T.01.2/1/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan
Tinggi Agama Padang.

Kondisi yang Terjadi

Sampai saat ini, semester I tahun 2017, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang masih belum bagus. Hal ini dikarenakan:

1.

Belum adanya sosialisasi yang memadai untuk pelaksanaan RB, sehingga banyak
Hakim Tinggi dan Pegawai PTA. Padang tidak mengerti apa itu RB? Dan tujuan dari
RB;

Belum adanya sosialisasi cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 di lingkungan
PTA. Padang;

. Belum adanya sosialisasi Good Court Governance atau tata kelola peradilan yang baik

sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-
2035;

Belum adanya sosialisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja yang di inginkan oleh
Mahkamah Agung RI;

Masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap SOP dalam menjalankan administrasi;
Kurangnya pamflet/baner tentang RB dan publikasi kegiatan RB, khususnya area
Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja) membuat sebahagian besar dari
Hakim Tinggi dan Pegawai di Lingkungan PTA. Padang tidak mengeti tentang RB
secara umum.

Rendahnya tingkat disiplin para Hakim Tinggi, dikarenakan penghasilan mereka tidak
lagi dikaitkan dengan remunerasi.



Solusi:

Berdasarkan beragam masalah dan kondisi yang terjadi diatas, maka dengan ini
direkomendasikan kepada Bapak Wakil Ketua PTA. Padang selaku Pengarah Tim
Reformasi Birokrasi untuk:

L.

Agar melakukan sosialisasi RB secara rutin baik kepada Hakim Tinggi dan Pegawai
PTA. Padang, maupun kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA.
Padang;

Mensosialisasikan cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 dalam rangka menuju
Good Court Governance atau tata kelola peradilan yang baik;

Membentuk tim dalam rangka menentukan arah reformasi birokrasi PTA. Padang
2015-2019 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan RB di PTA. Padang;

Mengangkat seorang role model di PTA. Padang yang telah melalui proses pemilihan
role model.

Untuk merevisi SOP yang ada saat ini, karena sudah banyak yang tidak harmonis lagi
dengan peraturan yang ada;

Agar mengadakan pamflet/banner terkait alur proses penanganan perkara di PTA.
Padang, jangka waktu berperkara di PTA. Padang, dan banner ini diletakkan di tempat
yang strategis agar mudah dilihat oleh customer PTA. Padang yaitu PA. Agama yang
berada di wilayah PTA. Padang;

Agar benar-benar menegakkan disiplin dari Hakim Tinggi, sesuai dengan Perma 07
Tahun 2016;

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui Padang, 02 Maret 2017
Pengarah Tim RB PTA. Padang Ketua Tim Area I RB PTA. Padang
\




Rencana kerja Reformasi Birokrasi
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Program Kegiatan Indikator
1 2 3
Pola pikir dan budaya kerja Terlaksananya reformasi birokrasi di | Terbentuknya tim RB PTA. Padang
(Manajemen Perubahan) lingkungan Pengadilan Tinggi Terlaksananya dokumen rencana
Agama Padang kerja RB PTA. Padang
Terlaksananya Role Model PTA. Terlaksananya pemilihan Role
Padang Model PTA. Padang
Terlaksananya perubahan pola pikir | Terlaksananya perubahan pola pikir
dan budaya kerja PTA. Padang menuju Good Court Governance
o Transparansi
e Akuntabilitas
e Responsibilitas
o Independensi
e Fairness (rasa keadilan)
Terlaksananya 10 budaya malu
dalam bekerja di PTA. Padang
Penataan perundang-undangan Terlaksananya pembuatan kebijakan | Terjadinya harmonisasi antara

PTA. Padang yang tidak
bertentangan dengan peraturan per-
undang-undangan

kebijakan PTA. Padang dan
peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum

PTA. Padang

Penataan dan penguatan organisasi

Terlaksananya organisasi yang
proprosional dan profesional

Pengisian semua jabatan yang ada
dalam struktur organisasi PTA.
Padang.

Terlaksananya koordinasi dan
birokrasi yang pendek dan tidak
berbelit-belit.

Tusi PTA. Padang yang tidak
tumpang tindih dengan instansi lain.

Penataan tata laksana

Terlaksanannya proses bisnis
menuju Good Court Govenrnance.

Terlaksananya dokumen renstra
2015-2019 PTA. Padang

Terselenggaranya SOP sesuai
dengan jenis pelayanan

Terselenggaranya integrasi perkara
dengan aplikasi SIPP dan aplikasi
pelayanan publik lainnya.

Terselenggaranya keterbukaan
informasi publik

Terselenggaranya meja informasi
dengan baik

Penataan sistem manajemen SDM

aparatur

Terlaksanananya kebutuhan pegawai
sesuai kebutuhan organisasi dan
kompetensi

Terlaksananya analisa jabatan dan
analisa kebutuhan pegawai.

Terlaksananya evaluasi kinerja
secara berkala.

Terlaksananya baperjakat sesuai
kebutuhan organisasi

Terlaksananya Penetapan Kinerja
Individu.




Program Kegiatan Indikator
1 2 3
Terlaksananya penegakan disiplin Terlaksananya kode etik hakim,
dan kode etik panitera, jurusita dan pegawai
Terlaksananya pakta integritas
seluruh pegawai PTA. Padang setiap
tahunnya.
Terlaksananya Sistem Informasi Terlaksananya up-date SIKEP
Kepegawaian (SIKEP)
Penguatan akuntabilitas kinerja. Terlaksananya keterlibatan pimpinan | Keterlibatan pimpinan dalam
dalam hal akuntabilitas kinerja penyusunan Renstra
Keterlibatan pimpinan dalam
penyusunan Penetapan Kinerja
Keterlibatan pimpinan dalam
pemantauan pencapaian kinerja
Terlaksananya pengelolaan Tersusunnya pedoman akuntabilitas
akuntabilitas kinerja kinerja.
Up-date SIPP
Pengisian e-LLK setiap hari
Up-date komdanas pada batas waktu
yang telah ditentukan
Penguatan pengawasan Kebijakan gratifikasi Persentase terjadinya gratifikasi di
PTA. Padang.
Terlaksananya Sistim Pengendalian | Terbentuknya SPI dengan 8
Internal unsurnya.
Terselenggaranya sosialisasi SPI
dengan pihak terkait
Terlaksananya tindak lanjut Terbentuknya tim penanganan
pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat
(Whistleblowing) Terselenggaranya sosialisasi
pengaduan masyarakat
(Whistleblowing)
Terlaksananya penanganan benturan | Terbentuknya tim penanganan
kepentingan benturan kepentingan
Terselenggaranya sosialisasi
benturan kepentingan.
Terselenggaranya zona integritas Penandatanganan zona integritas
wilayah bebas korupsi dan wilayah
bersih melayani.
Terselenggaranya PTA. Padang
yang bersih KKN
Peningkatan kualitas pelayanan Terselenggaranya kebijakan standar | Sersusunnya standar pelayanan yang

publik

pelayanan.

mengacu SK KMA No. 26/2012

Tersosialisasinya standar pelayanan
publik PTA. Padang

Terlaksananya reward dan

Terselenggaranya pemberian reward

pusnishment. dan punishment sesuai PP 53/2009
Pemilihan pegawai teladan
Terselenggaranya inovasi Terlaksananya kompetisi inovasi
pengadilan pelayanan publik.
Terselenggaranya tindak lanjut Terbentuknya unit pengelolaan

pengaduan atas kinerja PTA. Padang

pengaduan atas kinerja PTA. Padang




Program Kegiatan Indikator
1 2 3
Tersusunnya SOP pengelolaan
pengaduan atas kinerja PTA.
Padang.
Terselenggaranya kepuasan Terselenggaranya survey kepuasan
pelanggan pelanggan.
Terselenggaranya Penerapan IT Terselenggaranya sinkronisasi
dalam pelayanan PTA. Padang pengelolaan pelayanan PTA. Padang
dengan menggunakan IT
Mengetahui Padang, Februari 2017
Pengarah Tim RB Ketua Tim Sekretariat RB (
PTA. Padang PTA Padang

Drs. H. Mashhan Saifurrozi, SH, MH
NIP. 19521015 198511 1 001

. B¢ Syaiful Anwar, MH
9560828 198703 1 002




